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GUBERNUR JAWA TIMUR

NOTA PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) 
GUBERNUR

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012 
KEPADA 
DPRD PROVINSI JAWA TIMUR


SURABAYA,  21  MARET  2013
BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM,


ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,

YANG KAMI MULYAKAN,
SAUDARA
KETUA BESERTA PARA WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
YANG KAMI HORMATI,

SAUDARA
SEGENAP ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
SAUDARA
PARA FORUM PIMPINAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ANTARA LAIN:

· KEPALA PENGADILAN TINGGI, 
· KEPALA KEJAKSAAN TINGGI,
· KOMANDAN LANUDAL JUANDA,
· PANGARMATIM,
· KAPOLDA JAWA TIMUR, 
· PANGDAM V BRAWIJAYA, SERTA
· REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR.
YANG KAMI BANGGAKAN,

SAUDARA
PARA KEPALA SKPD DI JAJARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SERTA
PARA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

Puji syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga dapat dipertemukan kembali di ruang Sidang Paripurna yang mulya ini, dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.
Mengawali kewajiban saya dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012 kepada Yang Terhormat DPRD Provinsi Jawa Timur,  ijinkan saya menyampaikan berbagai isu strategis yang mengemuka akhir-akhir ini, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional.  Hal ini penting sebagai instrumen membangun Jawa Timur ke depan yang lebih baik, menghadapi tantangan global yang tidak ringan.
Di bidang ekonomi, pertama, krisis global yang telah berjalan empat tahun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, namun kondisi perekonomian global tetap rapuh, dan pertumbuhan di negara-negara berpendapatan tinggi masih lemah. Laporan Global Economic Prospects Bank Dunia menjelaskan, negara-negara berkembang perlu meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan perlu melindungi diri dari beberapa risiko yang bisa muncul akibat krisis di Eropa dan Amerika Serikat.

Kedua, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang sampai saat ini belum terselesaikan, ke depan masih memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia, juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditi lain. Hal ini menuntut perekonomian dengan sumber pertumbuhan yang meluas serta terbangun Ketahanan Pangan dan Energi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community).  Implementasi kesepakatan AEC pada tahun 2015 akan mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur, sehingga harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik dan mendorong daya saing produk daerah di pasar domestik maupun luar negeri.

Ketiga, penyelesaian pemulihan krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang belum juga tuntas, masih akan menghambat ekspansi pertumbuhan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin berlanjut, pada awal tahun 2013 hingga mendekati Rp.10.000 per dollar Amerika Serikat,  di satu sisi membuat harga produk ekspor Indonesia bertambah kompetitif, dan di sisi lain dapat menahan pembelian domestik terhadap produk impor karena harga semakin tinggi.

Keempat, kinerja perekonomian nasional tahun 2012 dengan ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu, memberikan potensi cukup besar bagi perekonomian nasional tahun 2013 untuk terus tumbuh dan mencapai target makro ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan sebesar 6,8 persen dan tingkat inflasi sebesar 4,9 persen. Kekuatan pasar domestik dan arus investasi yang semakin meningkat seiring dengan pengakuan rating investment grade oleh lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody dan Fitch, merupakan modal utama pertumbuhan. 

Kelima, sejak 2009 Jawa Timur tetap berada pada ruang makro ekonomi yang kondusif dan mikro ekonomi/sektor riil yang produktif, terbukti pertumbuhan ekonomi terus mengalami akselerasi sejak tumbuh 5,01 persen tahun 2009 hingga mengalami percepatan sebesar  7,27 persen tahun 2012, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 14,89 persen. Momentum ini perlu terus dijaga dengan tetap melakukan “kerja kerja dan kerja”, sehingga peran pemerintah sebagai regulator, stimulator dan fasilitator, kemakmuran rakyat Jawa Timur yang lebih baik, Insya Allah  dapat diwujudkan.  

Di bidang sosial, sepanjang tahun 2012 sampai dengan awal 2013, relatif tidak terdapat friksi sosial yang berujung pada konflik horizontal sistemik. Hal ini disebabkan oleh filosofi ke-bhinekaan  rakyat Jawa Timur yang sudah benar-benar ter-ejawantah-kan ke dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, beberapa peristiwa yang terjadi seperti  peristiwa Sampang, dinamika demo buruh, dinamika korban lumpur Sidoarjo, semuanya tidak berujung pada konflik horizontal, dan tetap menjunjung tinggi kemaslahatan lebih besar, kehidupan masyarakat  Jawa Timur. Kondisi ini lah yang menjadikan rakyat Jawa Timur menjadi petarung ulet menghadapi kondisi internal dan tantangan eksternal.
Di bidang politik, rakyat Jawa Timur semakin nyata menunjukkan kedewasaan dan kematangan berpolitik. Hal ini secara empiris ditunjukkan dalam berbagai perhelatan demokrasi pada ajang  Pilkada,   semuanya relatif berjalan kondusif, dan beberapa kejadian masih dalam koridor dinamika  proses  demokrasi untuk menjadikan kehidupan perpolitikan rakyat Jawa Timur semakin matang. Bukti empirik ini merupakan modal dasar yang sangat fundamental dalam menghadapi  perhelatan politik ke depan, baik dalam konteks  Pilkada Gubernur /Wakil Gubernur maupun Pilkada Bupati/Wakil Bupati, serta Pilkada Walikota/Wakil Walikota di tahun 2013, serta PEMILU LEGISLATIF maupun PEMILU PRESIDEN 2014 mendatang. Kehidupan demokrasi yang secara empiris menunjukkan kematangan berpolitik rakyat Jawa Timur tersebut  menjadi instrumen marketing saya dalam berbagai forum ekonomi dan bisnis. Hal tersebut sangat penting, karena salah satu yang ditanyakan oleh pemodal adalah “stabilitas” dan hal tersebut ada di Jawa Timur. Dengan konstruksi dan struktur politik dalam frame demokrasi dimaksud, kita berharap, hal tersebut akan menjadi faktor lain selain beberapa faktor pembentuk kinerja ekonomi dalam formula teori keseimbangan pasar barang (goods market), Y=C+I+G+(X-M), dalam rangka mempercepat pertumbuhan  ekonomi Jawa Timur yang inklusif. 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Pada kesempatan yang mulia ini,  ijinkan saya bersama Wakil Gubernur, dan jajaran Birokrasi, menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang terdiri atas unsur Kepala Daerah dan DPRD, benar-benar telah teruji dalam konteks hubungan KEMITRASEJAJARAN YANG KRITIS DAN KONSTRUKTIF baik dalam kerangka tugas-tugas perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan dan evaluasi yang mengoptimalkan keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact)  melalui tugas-tugas DPRD baik tugas legislasi, anggaran  maupun pengawasan.
KEMITRASEJAJARAN YANG KRITIS DAN KONSTRUKTIF ini tidak hanya dalam perspektif retorika, namun terimplementasi betul dalam ranah hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD yang secara implementatif dilakukan pula oleh perangkat daerah. 
Dalam koridor sebuah proses manajamen, maka hubungan tersebut benar-benar menjadi sebuah input dalam penyelenggaraan pemerintahan yang saya pimpin untuk menghasilkan kinerja yang terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang  dirasakan oleh rakyat Jawa Timur. 
Hubungan ini barangkali satu-satunya di Indonesia bahwa unsur Pemerintah Daerah benar-benar telah bekerja sesuai amanah normatif Undang-Undang 32 tahun 2004, ditambah dengan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sementara ini atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri banyak yang “PISAH RANJANG”, namun yang terjadi di Jawa Timur Saya bersama Gus Ipul benar-benar bisa “NYAWIJI” untuk semaksimal mungkin melayani rakyat Jawa Timur dalam berbagai bidang kehidupan. 
Inilah yang membedakan Jawa Timur dengan beberapa provinsi lain, bahwa manajemen Pemerintah Daerah terbangun sangat harmonis dan inovatif, sehingga tidak heran jika berhasil memperoleh penghargaan (reward) dari Pemerintah  maupun Non Pemerintah sebagai apresiasi administrasi maupun kinerja nyata yang terukur dalam Indikator Kinerja Utama. 
Walaupun demikian, kami menyadari betul bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang harus mendapatkan prioritas kebijakan khususnya  kemiskinan dan pengangguran, walaupun sejak tahun 2009 kinerja penurunan kemiskinan dan pengangguran cukup optimal, namun perlu terus diupayakan percepatan penurunan. 
Dukungan seluruh anggota DPRD Yang Terhormat menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan hal dimaksud.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 17 Ayat 1.
Secara teknis operasional penyusunan laporan pertanggungjawaban tahun 2012 berpedoman pada amanat Pasal 15-23, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya Pasal 16, yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.
Pelaksanaan  RKPD 2012 dimaksud  merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Secara operasional,  implementasi RKPD 2012 dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan instrumen kebijakan publik berupa  APBD Provinsi Jawa Timur 2012 maupun kerangka regulasi yang kondusif. Instrumen anggaran APBD 2012 dimaksud secara filosofis dilaksanakan melalui dua tahap, pertama, kesepakatan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baik pada segmen murni dan perubahan, kedua, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang APBD 2012 yang secara filosofis merupakan produk bersama setelah melalui proses – proses yang melibatkan kedua belah pihak baik pada segmen murni maupun perubahan. Secara eksplisit normatif, maka acuan konteks kesepakatan bersama dimaksud sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi, Tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 188/1/NK/013/2011 dan Nomor 160/02/NK/060/ 2011 tentang “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, serta Tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 188/2/NK/013/2011 dan Nomor 160/03/NK/060/ 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
Selanjutnya pada segmen tahap perubahan APBD 2012, didahului dengan  Nota Kesekapatan Bersama Tanggal 10 Juli 2012                               Nomor 188/02/NK/013/2012 dan Nomor 160/02/NK/060/2012 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, serta Tanggal 10 Juli 2012 Nomor 188/03/NK/013/2012 dan Nomor 160/03/NK/060/ 2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya, atas dasar kesepakatan bersama, pada segmen murni tentang KUA dan PPAS APBD 2012 dimaksud, secara eksplisit normatif merupakan pedoman bagi penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012. 
Kemudian, pada segmen perubahan APBD 2012, secara eksplisit normatif ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
Filosofi anggaran pada APBD Provinsi Jawa Timur 2012 dimaksud hendaknya dipahami dalam konteks fungsi stimulasi, maupun fasilitasi untuk memobilisasi sumberdaya lain baik pemerintah,  dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan kinerja agregat sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014. 

Secara kuantitatif, maka dalam rangka implementasi program dan kegiatan tahun 2012   didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) “Murni dan Perubahan” Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dengan kekuatan seluruhnya sebesar 16 trilyun 7 milyar 745 juta 522 ribu 749 rupiah. Dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 15 trilyun 311 milyar 542 juta 331 ribu 666 rupiah, atau mencapai 95,65 persen.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Berdasar atas anggaran tersebut, dialokasikan untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian: Belanja Tidak Langsung sebesar 10 trilyun 88 milyar 960 juta 98 ribu 34 rupiah, terealisasi sebesar 9 trilyun 633 milyar 570 juta 876 ribu 338 rupiah atau 95,49 persen. Belanja Langsung sebesar 5 trilyun 918 milyar 785 juta 424 ribu 715 rupiah, terealisasi sebesar 5 trilyun 677 milyar 971 juta 455 ribu 328 rupiah atau 95,93 persen.
Kemudian dari sisi, Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian:
1. Belanja Pegawai sebesar 1 trilyun 557 milyar 539 juta 374 ribu 836 rupiah, terealisasi sebesar 1 trilyun 486 milyar 342 juta 134 ribu 346 rupiah atau 95,43 persen; 
2. Belanja Bunga sebesar 6 milyar 139 juta 11 ribu 401 rupiah, terealisasi sebesar 6 milyar 36 juta 25 ribu 189 rupiah atau 98,32 persen; 
3. Belanja Hibah sebesar 4 trilyun 92 milyar 242 juta 765 ribu rupiah, terealisasi 3 trilyun 865 milyar 450 juta 909 ribu 599 rupiah atau 94,46 persen; 
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar 46 milyar 900 juta 500 ribu rupiah, terealisasi sebesar 44 milyar 990 juta 102 ribu rupiah atau 95,93 persen; 

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sebesar 2 trilyun 810 milyar 71 juta 497 ribu 550 rupiah, terealisasi 2 trilyun 702 milyar 288 juta 6 ribu 485 rupiah atau 96,16 persen; 

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 1 trilyun 516 milyar 532 juta 25 ribu 247 rupiah, terealisasi 1 trilyun 477 milyar 431 juta 620 ribu   316 rupiah atau 97,42 persen; 
7. Belanja Tidak Terduga sebesar 59 milyar 534 juta 924 ribu rupiah, terealisasi 51 milyar 32 juta 78 ribu 402 rupiah atau 85,72 persen. 
Sedangkan dari sisi, Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dengan rincian:
1. Belanja Pegawai sebesar 1 trilyun 10 milyar 963 juta 876 ribu 948 rupiah, terealisasi sebesar 1 trilyun 19 milyar 269 juta 16 ribu 865 rupiah atau 100,82 persen;

2. Belanja Barang dan Jasa sebesar 3 trilyun  767 milyar 460 juta 633 ribu 831 rupiah, terealisasi sebesar 3 trilyun 601 milyar 337 juta 254 ribu 655 rupiah atau 95,59 persen;

3. Belanja Modal sebesar 1 trilyun 140 milyar 360 juta 913 ribu 936 rupiah, terealisasi sebesar 1 trilyun 57 milyar 365 juta 183 ribu 808 rupiah atau 92,70 persen. 

Selain dana APBD, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2012 juga didukung dengan dana APBN yang seluruhnya berjumlah 2 trilyun 502 milyar 635 juta 164 ribu 5 rupiah, yang terdiri dari: Dana Dekonsentrasi dengan pagu sebesar 1 trilyun 829 milyar 216 juta 367 ribu rupiah, realisasi mencapai 1 trilyun 713 milyar 805 juta 816 ribu 851 rupiah atau 93,69 persen. Dana Tugas Pembantuan dengan pagu sebesar 673 milyar 418 juta 797 ribu 5 rupiah,  realisasi mencapai 648 milyar 985 juta 234 ribu 45 rupiah atau 96,37 persen.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Belanja Langsung tahun 2012 tersebut, secara keseluruhan dipergunakan untuk melaksanakan 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan, sebagai wujud pelaksanaan terhadap amanat Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui potensi anggaran belanja daerah yang relatif terbatas, potensi sumber daya, kapabilitas kelembagaan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban mulai urusan desentralisasi, tugas pembantuan maupun tugas umum pemerintahan di Jawa Timur. 

Selanjutnya, dengan fungsi stimulasi belanja APBD Provinsi 2012 melalui peran mobilisasi sumberdaya pemerintah maupun dunia usaha maupun sumberdaya masyarakat, beserta kerangka regulasi yang kami terbitkan selama tahun 2012, kami berupaya mewujudkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 yaitu “PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MENUJU PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT JAWA TIMUR YANG LEBIH BAIK” sebagai   bentuk  dukungan kinerja   terhadap   pencapaian “Tema”  Rencana Kerja  Pemerintah (RKP)   Tahun   2012  yaitu “PERCEPATAN DAN PERLUASAN    PERTUMBUHAN    EKONOMI   YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, sebagaimana tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012, perlu kami informasikan bahwa secara keseluruhan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 disusun dalam bentuk 3 (tiga) buku meliputi:

Buku I, “Nota Pertanggungjawaban Gubernur”, yang menjelaskan secara ringkas atau garis besar penyelengaraan pemerintahan daerah selama         1 (satu) tahun anggaran, meliputi 2 (dua) bagian yaitu Kesatu, mengenai realisasi perkembangan capaian kinerja 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target tahun 2012 dalam RPJMD Tahun 2009-2014. Kedua, penghargaan Pemerintah atas Prestasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Buku II merupakan buku substansi “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2012”, yang menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perkembangan capaian kinerja selama 2 tahun terakhir, meliputi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan, buku III merupakan Buku Lampiran yang menjelaskan realisasi capaian kinerja urusan wajib dan pilihan per triwulan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Jawa Timur. 
Ketiga buku laporan pertanggungjawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagai wujud implementasi dan realisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur pada tahun 2012.
Selanjutnya, untuk kelancaran sidang paripurna hari ini kami telah menyampaikan ketiga buku laporan pertanggungjawaban tahun 2012 secara lengkap kepada semua Anggota Dewan Yang Terhormat sebelum sidang paripurna ini berlangsung, melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 045.2/2603/202.5/2013, Tanggal 20 Maret 2013 perihal: Penyampaian Buku LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2012. 
PIMPINAN SIDANG DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

Pada kesempatan sidang paripurna mengenai penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012, ijinkan saya membacakan “Nota Pertanggungjawaban” sebagai pengantar laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Yang Terhormat, selengkapnya sebagai berikut.
BAGIAN PERTAMA, 
Realisasi Perkembangan Capaian Kinerja 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2012
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan  visi, misi, sebagaimana  substansi  RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, telah menetapkan target pencapaian keberhasilan kinerja dengan alat ukur 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). 5 IKU dimaksud secara terstruktur dilaksanakan melalui implementasi  9 agenda,            18 prioritas pembangunan dengan struktur nomenklatur program dan kegiatan yang setiap tahun pelaksanaannya dijabarkan pada  RKPD 2012. 
Masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Jawa Timur terus tumbuh signifikan bahkan mengalami percepatan dari tahun 2009 sebesar 5,01 persen, tahun 2010 sebesar 6,68 persen, dan tahun 2011 sebesar 7,22 persen, serta tahun 2012 tumbuh 7,27 persen, bahkan tumbuh lebih cepat dibanding  nasional yang tumbuh sebesar 6,23 persen.
Dari kinerja ekonomi tersebut struktur ekonomi masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,40 persen, sektor industri pengolahan 27,11 persen, dan sektor pertanian 15,42 persen yang ketiganya memberikan kontribusi  mencapai 72,93 persen. 

Dari relatifitas pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami percepatan tersebut, secara absolut PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 393,67 trilyun rupiah dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) telah mencapai 1.001,72 trilyun rupiah dan terhadap PDB Nasional, dari 33 Provinsi di Indonesia, Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 14,89 persen.  

Selanjutnya dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 66,61 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 20,11 persen, Ekspor sebesar 52,28 persen, dan Impor sebesar 47,24 persen atau Net ekspor 5,04 persen. Dalam kondisi global yang belum mambaik, khususnya di belahan Eropa serta masih lambannya kinerja ekonomi di Amerika Serikat, maka kekuatan konsumsi masyarakat menjadi basis untuk membangun kekuatan ekonomi domestik Jawa Timur yang secara ekpansif diperluas melalui penetrasi pasar domestik nasional. 

Kekuatan ekonomi Jawa Timur didukung oleh kekuatan fundamental kinerja investasi maupun perdagangan, yang keduanya menunjukkan kinerja cukup signifikan. 

Kinerja perdagangan, mengingat kondisi pasar ekspor luar negeri yang kurang menggembirakan, saya mengambil kebijakan untuk mengintensifkan ekspor dalam negeri dengan merealisasikan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ke luar pulau/provinsi yang sampai 2012 sudah terbentuk sebanyak 24 KPD. 

Kebijakan ini sangat korelatif dengan kinerja ekspor ke provinsi lain yang pada tahun 2012 tercatat sebesar 301,49 trilyun rupiah, sedangkan impor dari provinsi lain sebesar  238,63 trilyun rupiah, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus sebesar 62,86 trilyun rupiah.

Dengan data dimaksud, maka secara keseluruhan baik ekspor barang dan jasa ke luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2012 mencapai 523,66 trilyun rupiah dengan Impor barang dan jasa baik dari luar negeri maupun luar provinsi yang mencapai 473,21 trilyun rupiah, sehingga terdapat surplus 50,45 trilyun rupiah.

Selanjutnya, Kinerja investasi  pada tahun 2012 mengalami progres yang cukup baik. Hal ini terlihat dari total realisasi investasi tahun 2012, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Investasi Daerah mencapai 133,43 trilyun rupiah, atau meningkat 20,78 persen dibanding tahun 2011 sebesar 110,47 trilyun rupiah.

 Investasi PMDN meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 41,32 persen dari tahun 2011 sebesar 20,33 trilyun rupiah menjadi 28,73 trilyun rupiah pada tahun 2012, investasi PMA meningkat 25,21 persen dari 20,07 trilyun rupiah  pada tahun 2011 menjadi 25,13 trilyun rupiah pada tahun 2012, dan Investasi Daerah meningkat 13,56 persen dari 70,07 trilyun rupiah  pada tahun 2011 menjadi 79,57 trilyun rupiah pada tahun 2012, dengan jumlah 67.508 unit usaha dan menyerap 319.225 tenaga kerja. 

Upaya yang dilakukan dalam mendukung kinerja investasi antara lain melalui kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri serta penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dengan meningkatkan pelayanan perijinan satu pintu atau satu atap, yang mempunyai andil cukup besar dalam menunjang peningkatan investasi daerah.

Perlu saya sampaikan juga bahwa derivatif dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,27 persen sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, dapat dipergunakan sebagai instrumen yang mengilustrasikan berbagai indikator lain yaitu pertama, PDRB per kapita per tahun yang pada tahun 2012 mencapai sebesar 26 juta 324 ribu rupiah, lebih besar dibanding tahun 2011 sebesar 23 juta 460 ribu rupiah, atau mengalami peningkatan 12,21 persen, kedua  Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB  yang merupakan instrumen yang dapat menjelaskan bahwa produksi 9 sektor lapangan usaha di Jawa Timur berbasis pada sektor riil yang didominasi oleh segmen UMKM yang pada tahun 2012 mencapai 54,39 persen,  atau meningkat di banding  tahun 2011 sebesar 54,34 persen.

Ketiga, sangat penting saya sampaikan secara khusus kinerja Sektor pertanian yang pada tahun 2012 tumbuh 3,49 persen atau secara absolut mencapai 154,46 trilyun rupiah, apabila dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani yang merupakan ratio antara Indeks Yang Diterima (It) dengan Indeks Yang Dibayar (Ib), maka sejak 2009 awal RPJMD 2009-2014 menunjukkan perkembangan yang semakin baik, yaitu tahun 2009 sebesar 98,19, tahun 2010 sebesar 98,74, tahun 2011 mencapai 101,65 dan 2012 naik menjadi 102,16. Sedangkan untuk Nilai Tukar Nelayan tahun 2012 sebesar 151,15 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 148,46.  

Saya mengajak kepada kita semua untuk memahami NTP yang merupakan ratio dari Indeks Yang Diterima (It) yang merupakan produk sektoral dari masing-masing sub sektor dibandingkan dengan Indeks Yang Dibayar (Ib) yang merupakan akumulasi pengeluaran multi sektor yang diantaranya sangat dipengaruhi oleh inflasi berbagai komoditi yang harus dibayarkan oleh petani. Pemahaman ini menjadi penting, ketika kita mendudukkan filosofi Indeks yang diterima yang sesungguhnya merupakan kinerja produksi sektor atau sub sektor dalam membentuk PDRB sektor pertanian. Sedangkan pemahaman akan Indeks yang dibayarkan, sesungguhnya merupakan konsumsi yang harus dibayarkan petani dari harga yang dipengaruhi mekanisme pasar atau inflasi. Dengan demikian maka faktor yang sangat mempengaruhi NTP, tidak hanya kinerja produksi sektor/sub sektor, tetapi pasar juga sangat menentukan NTP terkait dengan inflasi. Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa menekan Indeks Yang Dibayar (Ib) antara lain, sistem/kondisi distribusi barang konsumsi agro maupun non agro yang mempengaruhi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada harga yang harus dibayarkan oleh petani. 

Sebagai ilustrasi analisis NTP pada aspek Indeks yang diterima, Indeks yang diterima oleh petani Jawa Timur pada Desember 2012 dari kelima sub sektor dibanding dengan Provinsi lain di pulau Jawa, terlihat bahwa : Pertama, Sub sektor tanaman bahan makan tahun 2012 sebesar 155,48 lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sebesar 150,26. Kedua, Hortikultura 163,12 lebih tinggi dibanding Banten sebesar 154,26 dan Jawa Tengah sebesar 140,25. Ketiga, Sub Sektor Peternakan 142,00 lebih tinggi dibanding DIY sebesar 141,95, Jawa Barat sebesar 140,58 dan Banten sebesar 137,50. Keempat, Sub Sektor Perkebunan sebesar 139,99. Kelima, Sub Sektor Perikanan sebesar 138,42. 

Perlu saya sampaikan bahwa, kinerja pertumbuhan ekonomi adalah kinerja agregat, peran APBD  relatif kecil, namun fungsi stimulasi selama tahun 2012 kami fokuskan pada prioritas-prioritas sektor maupun sub sektor produksi baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi, sehingga mampu tumbuh cepat 7,27 persen. Secara nomenklatur, konstruksi strategi yang substansinya terdiri atas kebijakan dan program telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014 melalui agenda Meningkatkan Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan, terutama melalui Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis, serta Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan. 

Pada bagian ini hanya saya sampaikan secara singkat beberapa fokus pada tiga sektor dominan maupun sektor pendukung yang mampu menstimulasi kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2012 sebagai berikut:

Pertama, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang pada tahun 2012 tumbuh 10,06 persen dan memberikan kontribusi sebesar 30,40 persen, distimulasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai prioritas program dan kegiatan yang difokuskan antara lain dengan optimalisasi pemasaran produk di pasar domestik melalui pendirian Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 24 Provinsi, Promosi /Pameran Dagang dan Paket Wisata baik di dalam dan luar negeri khususnya di negara-negara non konvensional, fasilitasi kerangka regulasi bagi dunia usaha antara lain telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian Impor Hortikultura dan Pemberdayaan Usaha Hortikultura, serta fasilitasi berbagai forum bisnis baik di dalam maupun luar negeri dalam kerangka sister province maupun non sister province.
Kedua, Sektor Industri Pengolahan, yang pada tahun 2012 tumbuh 6,35 persen dan memberikan kontribusi 27,12 persen, distimulasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang difokuskan pada pengembangan Industri Kecil Menengah baik Agro maupun Non Agro serta fasilitasi dalam hal standar mutu,  Perkuatan kelembagaan IKM melalui klinik bisnis, fasilitasi kerangka regulasi maupun penyelenggaraan forum-forum bisnis untuk akselerasi kinerja sektor industri pengolahan.

Ketiga, Sektor Pertanian tahun 2012, tumbuh 3,49 persen dan memberikan kontribusi 15,42 persen terhadap struktur ekonomi Jawa Timur, beberapa program dan kegiatan sebagai stimulasi dalam mewujudkan kinerja sektor pertanian difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian termasuk penanganan paska panen dengan fokus antara lain pengembangan perbenihan, rekayasa kelembagaan melalui Cooperatif Farming (CF), Good Agriculture Practices (GAP), fasilitasi sarana dan prasarana usaha produksi maupun paska panen (antara lain RMU 30 unit, lantai jemur 120 unit, alat pengolah hasil 51 unit, packing house 15 unit, mesin panen 321 unit, alat pra dan  pasca panen 570 unit),  peningkatan populasi sapi  potong maupun sapi perah, inseminasi buatan/sapi Berlian dan fasilitasi sarana prasarana alat pengolah pakan ternak (Mini Feedmill),  peningkatan produksi gula melalui pengembangan tebu lahan kering, dan peningkatan kualitas tembakau,  peningkatan produksi  kakao dan tanaman kopi Arabika,  peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta fasilitasi sarana prasarana antara lain  penyempurnaan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP),  restrukturisasi armada kapal perikanan. 

Disamping itu, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Pelaksana, dan Pemerintah Provinsi juga memberikan dorongan pembiayaan di sektor mikro, kecil maupun menengah melalui berbagai  program maupun skema kebijakan terhadap pembiayaan sektor ekonomi.  Dalam hal program,  pada tahun 2012 dilakukan penambahan modal lanjutan  pada 1000 KOPWAN. Perlu saya informasikan bahwa dari total bantuan penguatan modal pada KOPWAN  yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2009 sampai dengan  2010 sebesar 212,65 milyar rupiah, telah mencapai perguliran sebesar 431 milyar rupiah, atau mengalami perputaran modal sebesar 2 kali. Disamping KOPWAN, program fasilitasi pembiayaan mikro adalah berupa  pemberian bantuan permodalan bagi 150 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) yang tersebar di wilayah Jawa Timur, dan penguatan permodalan bagi 100 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta 100 Koperasi Karyawan. Sedangkan pada skala kecil dan menengah, kebijakan pembiayaan yang diterapkan masih dalam konteks skema dana bergulir, optimalisasi PT Bank UMKM melalui kebijakan APEX Bank Jatim, dan Penjaminan Kredit melalui PT Jamkrida.

Disamping beberapa fokus yang telah difasilitasi pada sektor produksi, dukungan infrastruktur menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Beberapa fokus penting pembangunan infrastruktur pada tahun 2012 antara lain telah dilakukan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan provinsi yang telah menangani 1.694,28 kilometer,  peningkatan jalan sepanjang 67,12 kilometer, penggantian jembatan sepanjang 97,50 meter dan pembangunan jembatan di jalan lintas selatan sepanjang 120 meter. Dari kegiatan dimaksud, maka kondisi jalan mantap pada tahun 2012 mencapai 1 juta 509 ribu 638 kilometer, atau 85,73 persen meningkat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 78,16 persen. 

 Disamping itu, dukungan infrastruktur pengairan sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi pangan melalui  Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lain, dan Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air.

Capaian beberapa indikator tersebut memberikan stimulasi  kinerja  Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, mencapai 7,27 persen. Dengan demikian, capaian ini dapat diartikan telah “melampaui target” yang ditetapkan dalam RPJMD 2009-2014 pada Tahun 2012, sebesar 5,00 – 5,50 persen. 
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Indikator Kinerja Utama Berikutnya adalah:

2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur per bulan Agustus tahun 2012 sebanyak 19 juta 901 ribu 558 orang, bertambah sebesar 139 ribu 672 orang dibandingkan dengan Angkatan Kerja tahun 2011 sebesar 19 juta 761 ribu 886 orang.
Angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja mencapai 95,88 persen atau 19 juta 81 ribu 995 orang. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja, pada tahun 2012 sebanyak 819 ribu 563 orang. Dengan kondisi dimaksud, maka   TPT per bulan Agustus 2012 sebesar 4,12 persen, atau turun dari posisi Agustus 2011  yang mencapai 4,16 persen atau 821 ribu 546 orang. 
Capaian TPT tahun 2012 sebesar 4,12 persen tersebut melebihi target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2009-2014 sebesar 5,60 – 5,80 persen dan bahkan dibawah rata-rata TPT Nasional sebesar 6,14 persen.
Capaian TPT tahun 2012 tersebut merupakan indikator yang korelatif atas percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,27 persen dari tahun 2011 sebesar 7,22 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,27 persen dengan angka absolut atas dasar harga berlaku yang mencapai 1.001,72 trilyun rupiah dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha tersebut mampu menciptakan tambahan lapangan kerja sehingga  berdampak pada penurunan TPT dari tahun 2011 sebesar 4,16 persen menjadi 4,12 persen tahun 2012. Dukungan  atas korelasi dari percepatan pertumbuhan ekonomi terhadap turunnya TPT tahun 2012 adalah meningkatnya realisasi investasi tahun 2012 PMA sebesar 25,13 trilyun rupiah, PMDN sebesar 28,73 trilyun rupiah dan Investasi Daerah sebesar 79,57 trilyun rupiah. Realisasi investasi tersebut   merupakan tambahan modal yang bersama dengan  belanja modal pemerintah maupun kredit investasi dari perbankan telah mampu melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada 9 (sembilan) sektor lapangan usaha.
Secara nomenklatur, operasional penurunan TPT didukung agenda RPJMD 2009-2014 Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat”. 

Melalui agenda utama tersebut, ditetapkan prioritas dan arah kebijakan melalui 4 (empat) program, yaitu Perluasan dan Penempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Pertama, Program Perluasan dan Penempatan Kerja yang pada 2012 mampu menempatkan tenaga kerja sebanyak 472.982 orang meningkat 148.170 orang, atau 45,62 persen dibandingkan tahun 2011 sebanyak 324.812 orang, dengan penjelasan sebagai berikut.
1. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) meningkat sebesar 2.402 orang atau 83,11 persen, dari 2.890 orang pada tahun 2011 menjadi 5.292 orang pada tahun 2012. Dilihat dari kontribusi capaian keseluruhan penempatan tenaga kerja, AKAD berkontribusi paling kecil sebesar 1,12 persen. Hal ini disebabkan tenaga kerja lebih memilih bekerja di dalam Provinsi Jawa Timur. 

2. Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) mencapai 259.091 orang pada tahun 2012 meningkat sebesar 149.673 orang atau 136,79 persen dari tahun 2011 sebanyak 109.418 orang. Capaian penempatan AKL tersebut, disebabkan oleh penyerapan di sektor informal mengalami peningkatan 9 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 16.849 orang pada tahun 2011 menjadi 155.320 orang pada tahun 2012. 
3. Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) mencapai 96.088 orang tahun 2012 atau menurun 8,27 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar 104.755 orang. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya kebijakan Pemerintah sebagai upaya preventif untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri melalui pengetatan pengiriman TKI ke luar negeri antara lain pemberlakuan moratorium penempatan TKI ke beberapa negara tujuan terutama untuk sektor domestic worker dan pembenahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui  pengetatan penerbitan sertifikasi uji kompetensi calon TKI.

4. Penempatan sebagai Tenaga Kerja Kontrak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) mencapai 112.511 orang pada tahun 2012 meningkat 4.762 orang atau 4,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 107.749 orang.

Kedua, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang sampai dengan tahun 2012 telah dikembangkan 12 UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional di Surabaya, Singosari, Jember, Kediri, Tuban, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, dan Bojonegoro. 
Ketiga, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja antara lain melalui optimalisasi tugas dan fungsi SATGAS pengawasan ketenagakerjaan, optimalisasi pembentukan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai kader perusahaan, dan optimalisasi tugas dan fungsi SATGAS pembinaan TKI untuk mengurangi pengiriman TKI illegal.   
Keempat, Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, melalui upaya pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, optimalisasi Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dan deteksi dini pencegahan dan penanganan masalah hubungan Industrial.
Disamping agenda tersebut, penurunan TPT juga sangat korelatif terkait pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana  Agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan,  maupun  Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Pengarusutamaan Gender”.
3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Penduduk Jawa Timur
Kinerja penurunan kemiskinan sejak tahun pertama RPJMD 2009-2014 terus mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Menurut data BPS Jawa Timur, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama dua tahun terakhir secara gradual mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 mencapai sebesar 13,08 persen atau sama dengan 4 juta 960 ribu 540 jiwa, capaian ini menurun bila dibandingkan  tahun 2011, yaitu sebesar 13,85 persen, atau sebanyak 5 juta 227 ribu 310 jiwa, sehingga terjadi penurunan sebesar 266 ribu 770 jiwa. Capaian kinerja dimaksud  telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 14,50 – 15,00 persen.
 Secara geografis, berdasarkan hasil Susenas September 2012 proporsi penduduk miskin di perkotaan sebesar 32,37 persen dari total penduduk miskin atau sebanyak 1 Juta 605 ribu 960 jiwa, sedangkan penduduk miskin di perdesaan sebesar 67,63 persen atau sama dengan 3 juta 354 ribu 580 jiwa.

Dari kuantifikasi penurunan prosen penduduk miskin tahun 2012 menjadi sebesar 13,08 persen tersebut, dalam perspektif  kualitas penurunan kemiskinan, direpresentasikan melalui Indeks Keparahan Kemiskinan dan Rasio Tingkat Ketergantungan yang cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan, turun dari 0,46 pada tahun 2011 menjadi 0,44 pada tahun 2012, dan Rasio Tingkat Ketergantungan turun dari 45,51 pada tahun 2011 menjadi 44,94 pada tahun 2012, meskipun Garis Kemiskinan naik dari 227 ribu 602 rupiah per kapita per bulan menjadi  243 ribu 783 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2012. Perkembangan Indeks Keparahan maupun Ratio Ketergantungan dimaksud menunjukkan bahwa rumah tangga miskin maupun hampir miskin masih menunjukkan daya beli yang baik dibandingkan dengan tingkat inflasi dari konsumsi kebutuhan hidupnya.
Perlu saya jelaskan bahwa secara geografis, kondisi Garis Kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2012, Garis Kemiskinan di perdesaan meningkat 5,55 persen dan di perkotaan meningkat 3,52 persen. 

Kenaikan Garis Kemiskinan tersebut diantaranya disumbang oleh garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan di perdesaan mencapai 5,57 persen dan di perkotaan mencapai 3,56 persen, sedangkan garis kemiskinan non makanan di perdesaan mencapai 5,50 persen dan di perkotaan mencapai 3,52 persen.
Kinerja penurunan persentase kemiskinan yang mencapai 13,08 persen pada 2012 dimaksud merupakan agregasi dari fungsi semua sumberdaya baik pemerintah maupun partisipasi masyarakat melalui strategi yang substansinya terstruktur kedalam kebijakan, program dan kegiatan yang dalam konteks RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 merupakan penjabaran dari agenda utama pembangunan yaitu “Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat”.
Selain agenda tersebut, penanganan kemiskinan juga didukung melalui pelaksanaan agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Peningkatan Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, serta Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Pengarusutamaan Gender. 

Implementasi dari agenda-agenda utama pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan yang pada tahun 2012 difokuskan pada beberapa prioritas program/kegiatan antara lain melalui pertama, lanjutan JALINKESRA yang merupakan mixed program antara konsep pemberdayaan (empowerment) dan pemberian (charity), kedua, di bidang pelayanan sosial dasar antara lain melalui lanjutan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta lanjutan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang merupakan komplementer dari Jamkesmas dari Pemerintah.   
Sasaran Program JALINKESRA diarahkan untuk  493.004 RTSM di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 662 kecamatan, yang mencakup 8.242 desa/kelurahan, terdiri dari 467.612 RTSM di 29 kabupaten, dan 25.392 RTSM di 9 kota.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh SATMINKAL dan Job Placement Centre Universitas Brawijaya Malang, kondisi pelaksanaan Program JALINKESRA tahun 2010 dan 2011 ditinjau dari beberapa aspek berikut, (a) distribusi  bantuan, 100 persen menyatakan diterima; (b) status bantuan, 90 persen menyatakan masih dikelola; (c) tanggapan terhadap program, 90,59 persen menyatakan respon baik; (d) kemanfaatan program, 87,18 persen menyatakan bermanfaat.

Progres pelaksanaan Program JALINKESRA Bantuan RTSM dari tahun 2010 sampai dengan 2012 telah dieksekusi sebanyak 257.869 RTSM atau 52,32 persen dari 493.004 RTSM sasaran.

Selanjutnya dalam hal Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  yang filosofinya merupakan representasi suasana guyub rukun antara TNI, masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tahun 2012 ini merupakan tahun keempat sejak tahun 2009 dan telah berlangsung 8 (delapan) tahap yang dilaksanakan bekerjasama dengan KODAM V/ Brawijaya, dengan lokasi tersebar di 30 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 
Pada tahun 2012 telah dilaksanakan renovasi terhadap 11.498 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di kabupaten Pacitan,     Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Kediri, Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Dengan demikian, mulai dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 telah terlaksana renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 61.679 unit. 

Upaya lain untuk menurunkan kemiskinan adalah melalui peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu pada pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Pelayanan JAMKESDA dapat diperoleh di Puskesmas dan jaringannya serta Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit secara gratis.
Jumlah cakupan JAMKESDA pada tahun 2012 sebanyak 1 juta 257 ribu 572 jiwa dengan realisasi dana sharing sebesar 171 milyar rupiah.

Program Jaminan Kesehatan Daerah telah menyepakati mekanisme dana sharing untuk menjamin masyarakat miskin (MASKIN) non kuota pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi yakni RS Dr. Soetomo, RS Haji, RS Syaiful Anwar, RS Dr. Soedono, RS Jiwa Menur dan RSUD Kabupaten/Kota, serta UPT Dinas Kesehatan meliputi RS Kusta Sumber Glagah Mojokerto, RS Kusta Kota Kediri, RS Paru Batu, RS Paru Jember, RS Paru Madiun, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (Surabaya, Pamekasan dan Madiun)
SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,
Indikator kinerja utama berikutnya adalah:
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur,  IPM di Jawa Timur menunjukan kenaikan, dari 72,18 persen di tahun 2011 meningkat menjadi 72,54 persen tahun 2012. Secara distributif, dapat dijelaskan melalui variabel pembentuk dari indeks komposit IPM sebagai berikut:

Pertama, Indeks Pendidikan, capaian Indeks Pendidikan tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 terjadi peningkatan, dari 75,33 menjadi 75,73. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan dari variabel rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,0 menjadi 8,5 tahun, demikian pula dengan angka melek huruf, meningkat dari 88,79 menjadi 88,96 persen. 

Peningkatan kedua variabel tersebut  direpresentasikan dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yang meliputi APK Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat, dan APK Pendidikan Menengah Atas/Sederajat.

APK Sekolah Dasar (SD)/Sederajat  mengalami peningkatan dari 112,67 menjadi 112,69 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat, mengalami peningkatan dari 102,12 menjadi 102,15 persen. Demikian pula dengan APK Pendidikan Menengah Atas/Sederajat meningkat dari 73,78 menjadi 74,21 persen.

Kedua, Indeks Kesehatan, Capaian Indeks Kesehatan tahun 2012 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 meningkat dari 74,77 menjadi 75,15. 

Peningkatan ini direprentasikan oleh perbaikan kondisi dari Angka Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Persentase Balita Gizi Buruk.
Angka Usia Harapan Hidup meningkat dari 69,81 tahun menjadi 70,09 tahun,  Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 29,24 menjadi 28,31 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 104,3 menjadi 97,43 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula Persentase Balita Gizi Buruk menurun dari 3,88 persen menjadi 3,56 persen.

Ketiga, Indeks Daya Beli, Capaian Indeks Daya Beli tahun 2012 apabila dibandingkan dengan tahun 2011, meningkat dari 66,43 menjadi 66,73. Peningkatan ini direpresentasikan oleh  peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita riil dari 647,46 menjadi 648,77 ribu rupiah.

Secara garis besar, IPM di tiap kabupaten/kota juga mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena terdapat berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
Prioritas program dalam rangka menstimulasi peningkatan IPM tahun 2012 di fokuskan pada (a) bidang pendidikan difokuskan antara lain pada Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum melalui pemberian bantuan siswa dan guru/ustadz madrasah (BOSDA MADIN), serta Pemberantasan buta huruf,  (b) di bidang kesehatan difokuskan pada program-program  dalam rangka menurunkan angka kematian bayi maupun angka kematian ibu melahirkan, serta program dalam rangka meningkatkan Usia Harapan Hidup, diantaranya melalui optimalisasi PONKESDES, yang selama 3 (tiga) tahun terus meningkat dari 1.068 unit pada tahun 2010, menjadi 2.334 unit pada tahun 2011, dan menjadi 2.836 unit pada tahun 2012, Revitalisasi Puskesmas, Optimalisasi Posyandu, Jamkesda Non Quota dan sebagainya, (c) di bidang daya beli, merupakan kaitan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan PDRB Per kapita yang diindikasikan dengan struktur konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan ekonomi 7,27 persen mencapai 66,61 persen.
Sebagai informasi tambahan bahwa tahun 2012 dalam rangka BOSDA MADIN telah dilakukan Pemberian bantuan bagi 1 juta 281 ribu 583 siswa, yang terdiri dari 1 juta 50 ribu 863 siswa Madrasah Diniyah Ula; 4.778 siswa Paket A dan 3.002 siswa Paket A; Pontren dengan nilai bantuan sebesar Rp. 15.000 per siswa per bulan; serta 199.253 siswa Madrasah Diniyah Wustho; 16.848 siswa Paket B dan 6.839 siswa Paket B; Pontren dengan nilai bantuan sebesar Rp. 25.000 per siswa per bulan, yang disalurkan selama 6 (enam) bulan; dan Pemberian bantuan bagi 78.427 tenaga pendidik yang terdiri dari 
a. 28.687 orang Ustadz Madin Ula dan 5.634 Ustadz Madin Wushto;

b. 20.513 guru swasta SD/MI/SLB/SDLB, 18.055 guru swasta SMP/MTs/SMPLB, dan 629 guru swasta SMP/MTs Satu Atap;

c. 1.190 orang Ustadz Salafiyah Ula serta 3.719 orang Salafiyah Wustho. 
Nilai bantuan sebesar  Rp. 300.000 per guru per bulan yang disalurkan selama 6 bulan.
Berdasarkan pelaksanaan program-program tersebut, Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,54 telah “melampaui target” yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012 sebesar 69,90 – 70,10.
5. Indeks Disparitas Wilayah
Kesenjangan pembangunan wilayah dapat terjadi karena terdapat perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki, dan perbedaan kemampuan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Dukungan ketersediaan infrastruktur di semua kabupaten se Jawa Timur baik berupa infrastruktur transportasi, listrik dan energi, telekomunikasi, maupun layanan air bersih, akan turut memberikan dampak terhadap disparitas pembangunan wilayah.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan, seperti infrastruktur transportasi, berperan besar untuk membuka isolasi wilayah dan ketersediaan pengairan, merupakan prasyarat keberhasilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya sektor pertanian. 
 Kombinasi faktor SDA dan fasilitas infrastruktur dengan pengelolaan maksimal akan dapat mempercepat laju pembangunan daerah yang akan mampu menciptakan pemerataan sekaligus mendorong pertumbuhan.
Pada tahun 2012, capaian kinerja Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur dari berbagai ukuran dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Indesk Williamson

Indikator Indeks Williamson merupakan indikator untuk mengukur disparitas wilayah berdasarkan variabel PDRB Perkapita kabupaten/kota dengan faktor penimbang berupa proporsi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk provinsi. Capaian Indeks Williamson sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan, yaitu tahun 2009 sebesar 114,46 dan pada tahun keempat RPJMD 2009-2014 tahun 2012 mencapai 112,92. 
Indeks Gini Rasio
Indeks Gini adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan apakah pendistribusian pendapatan merata secara nyata. Indeks ini diukur melalui rata-rata pengeluaran per kapita sebulan. Pada tahun 2012, indeks gini rasio Jawa Timur mencapai 0,36, atau terjadi penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 0,37. Hal ini berarti tingkat pendapatan penduduk pada tahun 2012 lebih merata.
Capaian gini rasio tersebut masih lebih baik dibanding Nasional yang mencapai 0,41, demikian pula terhadap Provinsi-provinsi di Jawa, misalnya DKI Jakarta 0,42, Jawa Barat 0,41, Banten 0,39, Jawa Tengah 0,38 dan DI Yogyakarta 0,43.

Dari indikator sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2009-2014, yang menggunakan  Indikator Williamson, capaian tahun 2012  sebesar 112,92, telah “melampaui target” yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012 sebesar 114,10 – 114,40.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan juga berpotensi mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan.

Oleh karena itu, kualitas lingkungan hidup merupakan indikator penting yang perlu diperhitungkan dalam melengkapi keberhasilan pembangunan. Selain 5 (lima) IKU yang sudah diuraikan, kualitas lingkungan hidup diposisikan sebagai kebijakan prioritas yang mendukung strategi pembangunan Jawa Timur Pro Environment, yaitu Strategi kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.  
Implemetasi dari kebijakan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Program tersebut bertujuan untuk menurunkan beban pencemaran melalui parameter kunci Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) di Sungai Brantas sebesar 15 persen, dengan sasaran pengendalian beban pencemar air limbah industri didasarkan rata-rata kualitas air tahunan.

 Rata-rata kualitas air tahunan ditetapkan berdasarkan titik pantau sebagai berikut:

1. Segmen Brantas Hulu

Lokasi titik pantau Waduk Lodoyo - Jembatan Pandem meliputi Kab. Blitar, Malang, Kota Batu dan Kota Malang.

2. Segmen Brantas Tengah

Lokasi titik pantau Jembatan Ngujang-Jembatan Padangan meliputi Kab. Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.
3. Segmen Brantas Hilir

Lokasi titik pantau Jembatan Canggu–Jembatan Jagir meliputi Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya.
Kualitas air DAS Brantas dihitung berdasarkan kondisi musim hujan dan kemarau, serta lokasi titik pantau. Hasil perhitungan BOD dan COD untuk masing-masing lokasi titik pantau dapat dijelaskan sebagai berikut. 
DAS Brantas Hulu, tahun 2012 diperoleh hasil rata-rata BOD sebesar 3,50 miligram per liter, lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun 2011 sebesar 3,96 miligram per liter. Tahun 2012 rata-rata COD sebesar 9,28 miligram per liter, lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun 2011 sebesar 10,71 miligram per liter.
DAS Brantas Tengah, tahun 2012 diperoleh hasil rata-rata BOD sebesar 3,46 miligram per liter, lebih rendah dibanding kondisi pada tahun 2011 sebesar 3,89 miligram per liter. Tahun 2012 rata-rata COD sebesar 8,95 miligram per liter, lebih rendah dibanding kondisi tahun 2011 sebesar 12,39 miligram per liter.

 DAS Brantas Hilir tahun 2012 diperoleh rata-rata BOD sebesar 4,06 miligram per liter, lebih rendah dibanding kondisi tahun 2011 sebesar 5,38 miligram per liter. Tahun 2012 rata-rata COD sebesar 10,34 miligram per liter, lebih rendah dibanding kondisi tahun 2011 sebesar 23,30 miligram per liter.
Berdasarkan hasil perhitungan tiga titik pantau diperoleh kualitas air DAS Brantas secara rata-rata tahun 2012 untuk BOD sebesar 3,67 miligram per liter, lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 4,41 miligram per liter, atau terjadi penurunan sebesar 16,8 persen. 
Demikian pula, untuk COD tahun 2012 sebesar 9,5 miligram per liter, lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 15,47 miligram per liter, atau terjadi penurunan 38,59 persen.
Dengan demikian, capaian penurunan beban pencemaran BOD dan COD telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar  15 persen.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

BAGIAN KEDUA,

Penghargaan Pemerintah Atas Prestasi yang Dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Selama kami menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012 Pemerintah Provinsi telah memperoleh apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah baik dari Presiden maupun Kementerian/Lembaga.
Berbagai penghargaan yang diperoleh Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2012 berjumlah 13 macam yang meliputi bidang Kesehatan, Pemerintahan, Transportasi, Reformasi Birokrasi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Pertanian, Investasi, Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan serta Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.
Apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan entitas keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Di samping itu, apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas “rencana tindak” prioritas kebijakan dan program pembangunan Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2012 yang merupakan penjabaran tahapan tahun keempat dari dokumen RPJMD Tahun 2009-2014.
Kami sependapat bahwa penghargaan adalah bukti pengakuan publik terhadap keberhasilan kinerja yang dicapai secara berkualitas dan bermanfaat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam upaya membangun “image” yang menunjukkan tingkat kompetensi terhadap suatu upaya untuk melakukan perubahan. 
Namun, kami menyadari betul bahwa penghargaan bukanlah merupakan tujuan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, tetapi merupakan sarana pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi sehingga dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Pemerintah Provinsi pada khususnya.
Kami mengucap syukur alhamdullillah, dengan 13 macam penghargaan tersebut, dapat diartikan bahwa pada tahun 2012 setiap bulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan. Namun, agar tetap konsisten dalam penyampaian Nota Pertanggungjawaban ini kami tidak menguraikan satu per satu jenis penghargaan yang diperoleh. Penghargaan yang diterima Jawa Timur, secara lengkap dapat dilihat pada hasil capaian kinerja setiap urusan wajib dan pilihan, yang dituangkan dalam Buku II.
Pada kesempatan yang terakhir, kita semua berharap semoga Jawa Timur ke depan senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tetap dapat berkembang maju dan menuai prestasi membanggakan bagi warga. Penghargaan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur tidak lain adalah hasil kerja keras dari masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, yang direpresentasikan melalui keikut sertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 
Sebelum mengakhiri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2012, mari kita memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT agar menjelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode tahun 2014-2019 mendatang, situasi dan kondisi Jawa Timur tetap aman, tertib dan terkendali. 

PIMPINAN SIDANG DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,
Demikian, Nota Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yang dapat kami sampaikan secara ringkas. 
Kami menyadari bahwa Laporan Nota Pertanggungjawaban ini belum menjelaskan seluruh substansi materi LKPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Oleh karena itu, untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban kami Tahun 2012 secara keseluruhan dapat dicermati pada Buku II dan III.
Kami merasa bahwa peningkatan seluruh capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk menjalankan Misi “APBD untuk Rakyat” guna merealisasikan Visi Jawa Timur yaitu “Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Berakhlak, Makmur dan Sejahtera dalam Kerangka NKRI”, tidak lepas dari peran dan dukungan seluruh Stakeholder khususnya masyarakat Jawa Timur yang memiliki kemauan dan semangat kerja tinggi untuk memperbaiki nasib menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Jawa Timur, yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, telah membantu, mendorong percepatan, serta memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, terlihat dari capaian kinerja 5 IKU secara keseluruhan dapat melampaui target yang ditetapkan. 
Selanjutnya, kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, apabila di dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012 masih ditemui kekurangan materi, baik bersifat substantif maupun redaksional. 
Khususnya mengenai capaian kinerja kami tahun keempat, berbagai upaya telah dilakukan sesuai kapabilitas dan kemampuan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kinerja 5 IKU Jawa Timur secara signifikan dan berkualitas.
Seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan kami yang tidak lebih dari 1 tahun, dengan segala rasa hormat kami mohon agar laporan tahun keempat ini diberikan penajaman, pencermatan, maupun tanggapan yang bersifat positif, berupa masukan, koreksi, kritikan, saran, pendapat, maupun penyempurnaan, dari Yang Terhormat Anggota Dewan, guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  Provinsi Jawa Timur tahun kelima yang merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2014 secara keseluruhan.

Sekian, Nota Pertanggungjawaban kami terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2012. Terima kasih atas segala perhatian.
WABILLAAHI TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

DAN SELAMAT SIANG.
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Dr. H. SOEKARWO
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